SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 6 ayat (1)
huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo,

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati I
Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur &
Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
27304

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);




4,

10.

Q=

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun
2016 Nomor 6);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO.

Pasal 1

Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran
IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI PONOROGO,
ttd
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 10-6-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
ttd

AGUS PRAMONO
BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

ERTIYAWAN
NIB- 964075‘7 199303 1 008




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 49 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 JUNI 2019

REKAP KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

No. | Kelas Jabatan Persediaan Pegawai Keterangan
L 2 3 4
1 15 2
2 14 30
$ L8 10
4 12 97
3 11 3429
6 10 41
7 9 887
8 8 172
9 7 633
10 6 1450
il S 715
12 4 3 B
13 3 - 5.6
14 2 0
16 1 57
Jumlah 9,596

BUPATI PONOROGO
ttd

_ ' H. IPONG MUCHLISSONI
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

CATUR HERTIYAWAN

NIP. 1%4/0707 195803 1 008




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 49  TAHUN 2019
TANGGAL ] 10  JUNI 2019

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

No Nama Jabatan Struktural Kplgs Persedlaa}n Keterangan
Jabatan Pegawai
I SEKRETARIAT DAERAH
1 Sekretaris Daerah 19 1
2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 14 1
3 Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 12 1
4 Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan 8 1
S Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah 9 1
Kepala Sub Bagian Kerjasama, Perbatasan Wilayah
° 9 1
dan Pertanahan
Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 12 1
dan Kemasyarakatan
Kepala Sub Bagian Agama dan Pendidikan 9 1
9 Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat 9 1
10 Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan 9 1
11 Kepala Bagian Hukum 12 1
12 Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 9 1
13 Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan 9 1
Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pengkajian
14 9 1
Hukum
15 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 14 1
16 Kepala Bagian Administrasi Perekonomian 12 1
i Kepala Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Jasa 9 1
18 Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah 9 !
19 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 12 1
20 Kepala Sub Bagian Bina Program 9 1
21 Kepala Sub Bagian Pengendalian Program dan 9 1
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
22 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9 1
23 Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 12 1
24 Kepala Sub Bagian Administrasi Sumber Daya 9 1
Pertanian
Kepala Sub Bagian Administrasi Sumber Daya
25 . ; 9 1
Lingkungan Hidup
26 Kepala Bagian Layanan Pengadaan 12 1
Kepala Sub Bagian Sengketa Barang dan
27 Pengembangan Sumber Daya Manusia Barang dan 9 it
Jasa
28 Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 9 1l
29 Asisten Administrasi Umum 14 1
30 Kepala Bagian Umum 12 1
31 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1
32 Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan l
33 Kepala Sub Bagian Keuangan 1




No Nama Jabatan Struktural J;(]:';;l:n P;zsgez:l‘izai.n Keterangan
L KECAMATAN PUDAK
871 Camat Pudak 2 1
872 Sekretaris Camat Pudak Ll 1
873 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 8 1
874 Kepala Subbag Keuangan, Penyusunan Program dan 9 1
Pelaporan
875 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 8 1
876 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1
877 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 8 1
878 Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat 8 1
879 Kepala Seksi Pelayanan Umum 8 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

CATU ERFIYAWAN

NIP 640707\1\99303 1 008

24

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI




LAMPIRAN III

NOMOR
TANGGAL

PERATURAN BUPATI PONOROGO
49 TAHUN 2019
10 JUNI 2019

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA, JABATAN LAINNYA, UNIT ORGANISASI, KELAS JABATAN

DAN PERSEDIAAN PEGAWAI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

No Nama Jabatan Fungsional, . UMb Digenitsadt Kelas Perscdia;_m Keterangan
) Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Lainnya ) Jabatan Pegawai
I SEKRETARIAT DAERAH
1 Staf’ Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politk Sckretariat Daerah Kabupaten Ponorogo 13 1
2 Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sckretariat Daerah Kabupaten Ponorogo 13 1
3 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusta. Sckretariat Daerah Kabupaten Ponorogo 13 1
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
1 Pengelola Administrasi Pemerintahan Sub Bagian Administrasi Pemerintahan 6 1
9 Pengadministrasi Umuin Sub Bagian Admunistrasi Pemenntahan 9 |
O Pengadmmistrast Keuangan Sub Bagian Administrasi Pemerintahan N 1
7 Analis Pemerintahian Umum dan Otonomi Daerah Sub Bagian Otonomi Daerah 7A 1
8 Analis Laporan Akuntabilitas Kinerga Sub Bagian Otonomi Daerah 7 1
9 Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Dacrah Sub Bagian Otonomi Dacrah 6 l
10 Analis Perencanaan dan Kerjasama Sub Bagian Kerjasama, Perbatasan Wilayal: dan Pertanahan 7 1
11 Analis Batas Wilayah Sub Bagian Kenjasama, Perbatasan Wilayah dan Pertanahan 7 1
12 Pengelola Batas Wilayah, Rupabumi dan PATIEN Sub Bagian Kerjasama, Perbatasan Wilayah dan Pertanahan 6 0
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
13 Analis potensi Masjid Sub Bagian Agama dan Pendidikan 7 1
14 Pengadministrasi Kepegawaian Sub Bagian Agama dan Pendidikan 5 1
15 Pengelola Barang Milik Negara Sub Bagian Agama dan Pendidikan 6 1
16 Pengadministrasi Persuratan Sub Bagian Agama dan Pendidikan 5 1
17 Pengadministrasi data penyapian dan publikas Sub Bagian Agamma dan Pendidikan 5 1




No Nama Jabatan Fungsional, Wit (ganisad Kelas l’ersediaz'm Ketatanaen
’ Jabamn Pelaksana, dan Jabatan Lainnya Jabatan Pegawa

1760 | Peugelola Kesgjahteraan Sosial Seksi Kesejahteraan Masyarakat 6 !

1761 | Pengolah Data Pelayanan Seksi Pelayanan Umum [ 1

1762 | Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum 5 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

CATUR HRRTIYAWAN
NIP.‘@40707}99303 1 008

64

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. TPONG MUCHLISSONI




LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR 49 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 JUNI 2019
DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, FAKTOR JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
FAKTOR 4 FAKTOR
F';KTOR 1 FARTOR G FAKTOR 3 Hubungan Personal FAKTOR'S 6
N N b b Stenilcbusal Kelas Nilai Lingltax:gdan Pengaturan PWewtla.n ang& A Si 4B Tui K:Z‘;i‘: : Kim.ﬁSi SITUASI
- e Jabatan | Jabatan Dampak Organisasi ;;.lay:af:?il;l H4b Safzé Hub i Pengarahan L:‘l]x;l KHUSUS
Program (Level 1~3} L 1] 1~3 - unga‘x: = ulnlgf:l Pekerjaan [1~6
{Level 1~5) (Leve } {Level 1~4) (Leve ) (Level 1~8) )
1 2 8 4 S 6 7! 8 9 10 151 12
I SEKRETARIAT DIH:ERAH i
, [ Beknekasls Hagwmh 15 | 3555 |2 | 350 | 3 | 350 | 3| 900 |4 |100 |4 | 125 |4 |s0s|s5| '2?
g |5towPeaamiaidhanidm 14 3030 | 2 | 350 | 2| 250 | 2| 775 | 3| 75 | 3| 100 |4 | 505 |3] 975
Kesejahteraan Rakyat
g |HEpdlaBaginh adovidigteist 12 2315 | 2 | 350 | 1 | 100 | 2| 775 | 3| 75 | 3| 100 | 3| 340 | 2] 575
Pemerintahan Umum
O ey e e 8 1320 | 1 | 175 | 1| 100 | 1] 450 | 2| 50 | 1| 3 |2]=205|1]310
emerintahan
Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah 9 1455 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 3| 340 | 1| 310
Kepala Sub Bagian Kerjasama,
6 Perbatasan Wilayah dan Pertariahan 9 1455 1 175 1 100 1 450 D) 50 1 30 31340 | 1| 310
Kepala Bagian Administrasi
74 Kesejahteraan Rakyat dan 12 2315 2 350 1 100 2 775 S 75 3 100 | 3 | 340 | 2 | 575
Kemasyarakatan
g || SEpaa SOb Begian Agdue s 9 1455 | 1 | 175 | 1| 100 | 1] 450 | 2| s0 | 1] 30 |3]|340]1] 310
Pendidikan
9 gzi?:‘t B o il S S AR 9 1455 | 1 [ 175 | 1 | 100 | 1| 450 | 2| s0 | 1| 30 |3 340 |1] 310
10 | Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan 9 1455 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 31340 | 1] 310
11 Kepala Bagian Hukum 2 2315 2 350 1 100 2 775 S 45) ) 100 8 | 840 || 2 | 575
12 | Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 9 1455 1 175 1 100 it 450 2 50 1 30 3 ) 3840 |11 310
13 | Kepala Sub Bagian Peraturan 9 1455 I 175 1 100 1 450 2 50 1 30 S | 840 .1 | 816




FAKTOR 4 FAKTOR
TUEERR FAKTOR 3 Hubungan Personal FAKTOR 5 6
g s , BuEne Tyl Wewenang Kesif:tan Kondisi
No Nama Jabatan Struktural JKelas el Limghup dga Pengat.u rar_1 Penyeliaan & 4A Sifat 4B Tujuan Jaleum Lain ik
dbatan Jahafan Dampals Orgarlnlsagl Manajerial Hubungan Hubungan P;:f::ja:;:ln (Level R
(Lr;?eglriiHS) SEVELSS) (Level 1~3) (Level 1~4) {Level 1~4) (Level 1~8) 1~6)
866 | Kepala Seksi Tata Pemerintahan 8 1320 1 17S 1 100 1 450 2 50 1 30 2.1 2058 []/1 | 310
867 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1320 1 175 1 100 1 450 2 50 1 30 2| 205 | 1] 310
66 || Ecpalarielzst Kolgpiramiey dan 8 1320 | 1 | 175 | 1 100 [ 1| 450 | 2| 50 | 1] 30 |2 205 |1] 310
Ketertiban Umum
869 | Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat 8 1320 1 175 1 100 i 450 2 50 1 30 21 208 |1 | 310
870 | Kepala Seksi Pelayanan Umum 8 1320 1 175 1 100 1 450 2 S0 1 30 2 | 205 i1 1310
L KECAMATAN PUDAK
871 | Camat Pudak 12 2315 2 350 1 100 2 Vil 3 S 3 100 | 3| 340 |2 | 575
872 | Sekretaris Camat Pudak 11 2090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 7/5) S | 840 |2 | 575
g73 | Kepala : 8 1320 | 1 | 175 | 1 100 | 1 | 450 50 | 1| 30 |2 205 |1] 310
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala
874 | Subbag Keuangan, Penyusunan Program 9 1430 1 175 1 100 1 450 | 25 1 30 31340 |1 ]| 310
dan Pelaporan
875 | Kepala Seksi Tata Pemerintahan 8 1320 1 175 1 100 1 450 2 S0 1 30 21 | 205 1.1 ) Sig
876 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 8 1320 1 17S 1 100 1 450 2 50 1 30 2L [_ 208! 417 {181
Bz | 2 oW L evac 8 1320 | 1 | 175 | 1| 100 | 1| 450 | 2| 50 | 1| 30 |2 205 |1] 310
dan Ketertiban Umum
878 | Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat 8 1320 1 175 1 100 450 2 S0 ! 30 2l | 208 || 4] 810
879 | Kepala Seksi Pelayanan Umum 8 1320 175 1 100 1 450 2 S0 1 30 2 |.20S .11 .310
BUPATI PONOROGO,
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya H. IPONG MUCHLISSONI
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRITARIAT DAERAH,
NIP?@407BK199303 1008 0




LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR
TANGGAL

49 TAHUN 2019
10  JUNI

2019

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA, JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, FAKTOR JABATAN DAN
PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

FAKTOR FAKT
FAKTOR | FAKTOR FAKTOR 2 OR & FAERG | ST | Ty
Ruang R7 OR 8 RO
; Kelas : 2 B b Lingku Hubu Tujuan | Tuntu | Lingku
N Nama Jabatan Fungsional, Jabatan ’ —— Nilai Pengetah | Pengawa | Pedoman | Komple P | ngan J
o x Unit Organisasi Jaba : dan Hubun tan ngan
Pelaksana, dan Jabatan Lainnya o (| HEestam uan san {Level ksitas Pengaru | P€¥S® - Fisik Keria
(Level (Level 1~5) (Level E nal & 1 Level L ] 1
1~9) 1~5) 1-6) (Level (Leve {Leve (Leve
(Level 1~4) 1~3) 1~3)
1-6 1~4)
)
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 11 12 18 14
I SEKRETARIAT DAERAH
v (| SRS P RomeRntalen, Belaalacial Dackih 13 | 2715 |7| 1250 | 4 [ 450 | 4 | 450 |4 | 225 |3 |150|3|60|3|120|1|5 |1 ] 5
Hukum dan Politik; Kabupaten Ponorogo
2 Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kcuangan | Sekretariat Daerah 13 2715 17| 1250 | 4 | 450 | 4 450 | 4| 225| 311501 3l6013| 12011 5 1 5
dan Pembangunan Kabupaten Ponorogo
3 Staf Ahli Bidang Kemasygrakatan Sekretariat Daerah 13 2715 |71 1250 | 4 | 450 | 4 450 |al225 |3 |1s0l3leolslizolil s 1 5
dan Sumberdaya Manusia. Kabupaten Ponorogo
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
UMUM
Sub Bagian
B Pengelola Administrasi Pemerintahan | Administrasi 6 690 4| 550 1 25 1 25 1| 25 1) 29 [1] 10 [ L] 20 ) L & ||| L 5
Pemerintahan
Sub Bagian
) Pengadministrasi Umum Administrasi ) 490 3| 350 1 25 i} 25 1] 25 1| 25 '[2] N0 | 1| 20 |44 S 1 S
Pemerintahan
Sub Bagian
6 Pengadministrasi Keuangan Administrasi S 490 3| 350 1 25 1 25 Lil 28 L |2s (1] 10 (1] 20 f Tl S Il S
Pemerintahan
Analis P_emermtahan Umum dan Sub Bagian Otonomi - 890 s| 750 1] 25 1 5 1| 2s 1125 11l10l1] 20 [ 1] 5 1 5
Otonomi Daerah Daerah
Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja | Sub Bagian Otonomi 7 890 5| 750 1 ]l 25 1 25 1] 25 | 1§ 26 { 1] 10 |44 20 /| L} & [f .1




FAKTOR

FAKT
FAKTOR FAKTOR FAKTOR 3 OR 6 F&RTH | Bkl EALID
Ruang R7 OR 8 RO
: Kelas A 3 RATSTOR-S ¥ Lingku B Tujuan | Tuntu | Lingku
Nama Jabatan Fungsional, Jabatan . i Nilai Pengetah | Pengawa | Pedoman | Komple EXUP | nean ] g
No ; Unit Organisasi Jaba ; dan Hubun tan ngan
Pelaksana, dan Jabatan Lainnya ¢ Jabatan uan san (Level ksitas Perso s .
an Pengaru gan Fisik Kerja
(Level (Level 1~5) (Level h nal Level Level ol
1~9) 1~5) 1~6) (wawar | ECE¥AL | Heevel | eve
(Level 1~4) 1~4) 1~3) 1~3)
1-6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1758 | Pengelola Pemberdayaan Masyarakat ;Z};S;aif{r;tberday e 6 690 | 4| 550 | 1| 25 | 1| 25 |1]| 25 | 1|25 |1l10|1] 20 |1|5|1]|Ss
1759 liexilgelnola data Keamanan dan %ek51 ¥\etentraman dan 6 690 4| ss0 1 25 1 25 1| 25 1 o5 111101l 20 [ 1| s 1 5

Ketertiban Ketertiban Umum
1760 | Pengelola Kesejahteraan Sosial e 6 690 | 4| 550 | 1| 25 | 1| 25 |1] 25 | 1|25 |1]10]1] 20 |1|5 |1]| S
Masyarakat
1761 Pengolah Data Pelayanan Seksi Pelayanan Umum 6 690 4| 550 1 25 ! 25 1| 25 1 a5 |17 e 4 20 | 1} S 1 5
1762 | Pengadministrasi Umum Seksi Pelayanan Umum S 490 3| 350 1 5] 1 25 1 25 I 25 | 1] 1 || L 2o | 1] & 1 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

» URMYERTIYAWAN

=

NIP. 1964070¢v 199303 1 008

120

H. IPONG MUCHLISSONI

ttd

BUPATI PONOROGO




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

